
RENJA 2023 KECAMATAN BENJENG   I 

 

 

 

 
 

 

 

RENCANA KERJA  

( RENJA ) 
TAHUN 2023 

 

 

 

KECAMATAN BENJENG 

KABUPATEN GRESIK 



RENJA 2023 KECAMATAN BENJENG   II 

 
BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  

NOMOR: 050/           /HK/437.12/2022 

 

TENTANG 

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 

TAHUN 2023 

 

BUPATI GRESIK, 

Menimbang : b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah bahwa dalam rangka persiapan 

penyusunan Renja Perangkat Daerah perlu ditetapkan 

Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim 

Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; 

c. bahwa untuk menjamin keselarasan pembangunan 

secara efektif, efisien, dan bersasaran  diperlukan 

dokumen perencanaan pembangunan daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2023; 
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Mengingat  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan lembaran 

Negara Reublik Indonesia No. 4438); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil 

and Political Rights 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4725); 

10. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotism (Lembaran Negara RI Tahun 
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1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 

3851); 

11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah 

keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 

21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 

Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6133); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 4815); 

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178); 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 

24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintah Berbasis Elektronik  

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana 

Pembangunan Daerah;  

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 

Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 

2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);  

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 

2019 tentangtentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2009 Nomor 11). 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

40. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;  

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 



RENJA 2023 KECAMATAN BENJENG   VII 

42. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021. 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU  Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja KECAMATAN 

BENJENG Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

KEDUA  Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada 

Diktum KESATU untuk : 

a. Mempersiapkan agenda kerja penyusunan Tim Penyusun 

Renja; 

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tahapan penyusunan 

Renja; 

c. Mempersiapkan data dan informasi perencanaan 

pembangunan berdasarkan Sistem Informasi 

Pemerintahan Daerah, Data Dasar, dan Data Sektoral 

lainnya; 

d. Melaksanakan penyusunan rancangan awal, rancangan, 

rancangan akhir, dan penetapan Rencana Kerja 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Tahun 2023; 

e. Melaksanakan koordinasi dan verifikasi Rancangan 

Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023; 

f. Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaannya 

kepada Bupati. 

KETIGA  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Gresik 

Pada tanggal :       Januari 2023 

 

BUPATI GRESIK 

 

 

H. FANDI AHMAD YANI, S.E. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng tahun 2023 

diketahui bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Gresik 2021-2026 berakhir pada tahun 2023. Dengan demikian untuk 

menghindari kekosongan dasar perencanaan pada tahun 2023 maka berdasarkan 

telaah terhadap kesinambungan perencana pembangunan dapat disimpulkan 

bahwa perumusan Renja SKPD tahun 2023 harus menjabarkan visi, misi dan arah 

pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2005- 2025.  

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja SKDP 

Kecamatan Benjeng memuat kebijakan, program dan kebijakan pembangunan, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang 

ditempuh dengan mendorong partsipasi masyarakat.Dengan mengacu prioritas 

pembangunan dan secara rinci dijabarkan dalam program dan kegiatan 

pembangunan dalam memanifestasikan kegiatan pembangunan. Dengan 

demikian kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Renja SKPD Kecamatan 

Benjeng menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan di setiap sub unit kerja di 

lingkungan Kecamatan Benjeng.  

 

B. Landasan Hukum  

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan 

penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2023, antara lain meliputi:  

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 

6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2023 

disusun adalah sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan bagi sub unit 

kerja di lingkungan Kecamatan Benjeng, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan 

yang menyimpang dari perencanaan yang sudah ditentukan.  

Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Benjeng Tahun 2023 dibuat dengan 

tujuan untuk menjadi pedoman Rencana Kerja dan  Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan 

dan penganggaran SKPD.  

 

D. Sistematika Penulisan  

Mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka sistematika 

penulisan Renja tahun 2023 secara garis besar memuat  

1) Bab I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud 

dan Tujuan 

2) Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, memuat Evaluasi 

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis 

Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 

SKPD, dan Review terhadap Rancangan Awal RKPD. 

3) Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Berisi tentang Telaahan 

terhadap Kebijakan Nasional dan, Tujuan dan sasaran Renja  SKPD, Program 

dan Kegiatan. 

4) Bab IV Penutup.  
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU  

 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD  

Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian 

kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan 

ataupun kegagalan Kecamatan Benjeng dalam melaksanakan Kegiatan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan 

strategis. 

Evaluasi Kinerja (performance appraisal) merupakan kegiatan lebih lanjut 

pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-

ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja. 

Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat 

dinilai dan dipelajari guna perbaikan selanjutnya 

- Kinerja Keuangan  

Dari pagu anggaran tahun 2021 belanja langsung Rp 4.103.416.355,- yang 

dapat direalisasikan sebesar Rp 3.845.981.234,- ada efesiensi sebesar Rp 

257.435.121,- atau 6,27%. Capaian kinerja keuangan sebesar 93,73%. 

- Kinerja kegiatan  

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran 

mencapai 100% hingga 100%.  

 

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian 

Renstra Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2021 

sebagaimana tabel berikut :  
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TABEL 2.1. REKAPITULASI  

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021  

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 
 

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : 
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan. 
 
 

No. 

 
 

Kode 

 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan 

 

 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) 

 

Target Renstra SKPD pada tahun 2021 s/d 2026 

 
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 

2021 s/d 2026 

 
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 

2021 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan  
Realisasi Capaian Kinerja 

SKPD Tahu 

 
dan Anggaran Renja 

n 2021 

 
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) 

 
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 

2021 s/d 2026 

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra SKPD 

Tahun 2021 s/d 2026 (%) 

 

Unit SKPD 

Penanggungjawa 

b 

 
 

Ket. 

 
IV 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 12= 8+9+ 10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100 16 17 
 7.01.05. KECAMATAN BENJENG          4.103.416.355,00   3.845.981.234               

 7.01.00 KECAMATAN          4.103.416.355,00   3.845.981.234               

                              

  

'7.01.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

Persentase ketercapaian 

sasaran program OPD 

 

90-92 
 

persen 

 

28.189.949.012 
 

0 
 

0 
 

3.504.708.084 

   

3.757.046.375 

   

3.504.708.084 

   

3.504.708.084 

   

93,28 

   

7.009.416.168 

   

24,86 

  

  

'7.01.01.2.01 
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Persentase capaian kinerja 

kegiatan perangkat Daerah 

 

8 
 

dok 
 

163.199.880 

 

8 
 

dok 
 

26.399.880 
 

8 
 

dok 
 

26.399.880 
 

8 
 

dok 

 

26.399.880 
 

8 
 

dok 

 

26.399.880 
 

100,00 
 

% 

 

100,00 
 

8,00 
 

dok 

 

52.799.760 
 

100,00 
 

% 

 

32,35 

  

  

7.01.01.2.01.01 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah dokumen rencana 
kerja sebagai pedoman 

pelaksanaan program 

kegiatanSKPD 

 

4 

 

dok 

 

81.599.940 

 
4 

 
dok 

 
13.199.940 

 

4 

 

dok 

 

13.199.940 

 

4 

 

dok 

 
13.199.940 

 
4 

 

dok 

 
13.199.940 

 
100,00 

 

% 

 
100,00 

 
4,00 

 

dok 

 
26.399.880 

 
100,00 

 

% 

 
32,35 

  

 
7.01.01.2.01.06 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

Jumlah dokumen laporan 
kinerja yang akuntabel 

4 dok 81.599.940 4 dok 13.199.940 4 dok 13.199.940 4 dok 13.199.940 4 dok 13.199.940 100,00 % 100,00 4,00 dok 26.399.880 100,00 % 32,35 
  

                              

 
'7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Tersedianya belanja 
aparatur 

12 bulan 23.208.385.137 12 bulan 2.934.476.576 12 bulan 3.115.021.000 12 bulan 2.934.476.576 12 bulan 2.934.476.576 100,00 % 94,20 12,00 bulan 5.868.953.152 100,00 % 25,29 
  

 
'7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan gaji dan 
tunjangan ASN 100 persen 23.208.385.137 100 persen 2.934.476.576 100 persen 3.115.021.000 100 persen 2.934.476.576 100 persen 2.934.476.576 100,00 % 94,20 100,00 persen 5.868.953.152 100,00 % 25,29 

  

                              

                              

  

7.01.01.2.06 
 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 
Tersedianya belanja 
administrasi umum 

perangkat daerah 

 

100 
 

persen 
 

1.173.948.907 

 

95 
 

persen 
 

164.782.296 
 

100 
 

persen 
 

172.590.996 
 

95 
 

persen 
 

164.782.296 

 

95 
 

persen 

 

164.782.296 
 

95,48 
 

% 

 

95,48 
 

95,48 
 

persen 

 

329.564.592 
 

95,48 
 

% 

 

28,07 

  

  

'7.01.01.2.06.02 

 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Persentase tersedianya 
ATK, bahan kebersihan, 
listrik dan pengadaan alat 

kantorlainnya 

 

100 

 

persen 

 

593.318.448 

 
100 

 
persen 

 
86.830.476 

 

100 

 

persen 

 

87.228.176 

 

100 

 

persen 

 
86.830.476 

 
100 

 

persen 

 
86.830.476 

 
99,54 

 

% 

 
99,54 

 
99,54 

 

persen 

 
173.660.952 

 
99,54 

 

% 

 
29,27 

  

 
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan makanan dan 
minuman rapat 12 bulan 367.303.292 12 bulan 54.000.000 12 bulan 54.000.000 12 bulan 54.000.000 12 bulan 54.000.000 100,00 % 100,00 12,00 bulan 108.000.000 100,00 % 29,40 

  

  

7.01.01.2.06.05 
 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
Penyediaan barang 

cetakan dan penggandaan 

 

12 
 

bulan 
 

99.476.751 

 

12 
 

bulan 
 

14.624.820 
 

12 
 

bulan 
 

14.624.820 
 

12 
 

bulan 

 

14.624.820 
 

12 
 

bulan 

 

14.624.820 
 

100,00 
 

% 

 

100,00 
 

12,00 
 

bulan 

 

29.249.640 
 

100,00 
 

% 

 

29,40 

  

 
7.01.01.2.06.06 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan Penyediaan media cetak 12 bulan 28.568.034 12 bulan 3.840.000 12 bulan 4.200.000 12 bulan 3.840.000 12 bulan 3.840.000 100,00 % 91,43 12,00 bulan 7.680.000 100,00 % 26,88 

  

 
7.01.01.2.06.09 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

Penyediaan perjalanan 
dinas 

1 tahun 85.282.383 1 bulan 5.487.000 1 tahun 12.538.000 1 bulan 5.487.000 1 bulan 5.487.000 100,00 
  

1,00 
  

100,00 
    

                              

                              

  

7.01.01.2.08 
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Tersedianya belanja Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

100 
 

persen 
 

2.210.922.690 

 

86 
 

persen 
 

279.428.482 
 

100 
 

persen 
 

325.044.256 
 

86 
 

persen 
 

279.428.482 

 

86 
 

persen 

 

279.428.482 
 

85,97 
 

% 

 

85,97 
 

85,97 
 

persen 

 

558.856.964 
 

85,97 
 

% 

 

25,28 

  

  

7.01.01.2.08.01 

 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah tenaga administrasi 

kantor, pengelola 

keuangan dan aset 

 

12 

 

bulan 

 

1.371.265.623 

 
12 

 
bulan 

 
176.400.000 

 

12 

 

bulan 

 

201.600.000 

 

12 

 

bulan 

 
176.400.000 

 
12 

 

bulan 

 
176.400.000 

 
100,00 

 

% 

 
87,50 

 
12,00 

 

bulan 

 
352.800.000 

 
100,00 

 

% 

 
25,73 

  

  

7.01.01.2.08.02 

 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik 

Jumlah pemenuhan jasa 

telkom listrik air, petugas 

kebersihan, penjaga kantor 

 

12 

 

bulan 

 

768.240.383 

 
12 

 
bulan 

 
92.541.482 

 

12 

 

bulan 

 

112.944.756 

 

12 

 

bulan 

 
92.541.482 

 
12 

 

bulan 

 
92.541.482 

 
100,00 

 

% 

 
81,94 

 
12,00 

 

bulan 

 
185.082.964 

 
100,00 

 

% 

 
24,09 

  

  

7.01.01.2.08.03 
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

Jumlah pemenuhan jasa 
peralatan dan 

perlengkapan kantor 

 

100 
 

persen 
 

71.416.684 

 

100 
 

persen 
 

10.487.000 
 

100 
 

persen 
 

10.499.500 
 

100 
 

persen 

 

10.487.000 
 

100 
 

persen 

 

10.487.000 
 

100,00 
 

% 

 

99,88 
 

100,00 
 

persen 

 

20.974.000 
 

100,00 
 

% 

 

29,37 

  

  
 

                           

  
 

                           

  

 

7.01.01.2.09 

 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Tersedianya kegiatan 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
UrusanPemerintahan 
Daerah 

 

 

100 

 

 

persen 

 

 

1.433.492.399 

 

 

46 

 

 

persen 

 

 

99.620.850 

 

 

100 

 

 

persen 

 

 

117.990.243 

 

 

46 

 

 

persen 

 

 

99.620.850 

 

 

46 

 

 

persen 

 

 

99.620.850 

 

 

46,00 

 

 

% 

 

 

84,43 

 

 

46,00 

 

 

persen 

 

 

199.241.700 

 

 

46,00 

 

 

% 

 

 

13,90 

  

 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah kendaraan dinas 
yang dipelihara 

4 unit 547.553.981 4 unit 62.476.450 4 unit 80.500.000 4 unit 62.476.450 4 unit 62.476.450 100,00 % 77,61 4,00 unit 124.952.900 100,00 % 22,82   

 7.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya JUmlah peralatan kantor 
yang dipelihara 

12 bulan 91.543.020 12 bulan 13.435.000 12 bulan 13.458.423 12 bulan 13.435.000 12 bulan 13.435.000 100,00 % 99,83 12,00 bulan 26.870.000 100,00 % 29,35   

 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah pemeliharaan 
gedung kantor 

1 gedung 794.395.397 1 gedung 23.709.400 1 gedung 24.031.820 1 gedung 23.709.400 1 gedung 23.709.400 100,00 % 98,66 1,00 gedung 47.418.800 100,00 % 5,97   

                              

                              

Rata - rata capaian kinerja (%) 106,86 % 115,02    261,00 % 66,74   

Predikat Kinerja Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

   Sangat 
Tinggi 

 Sedang   

 
7.01.03. 

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

Nilai survei kepuasan 
masyarakat kecamatan 90-92 persen 1.015.990.860 

  
219.930.620,00 

  
112.765.810,00 

  
109.965.310 

  
109.965.310,00 

  
97,52 

  
219.930.620,00 

  
21,65 

  

  
7.01.03.2.01 

 
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

Tersesdianya Koordinasi 
Kegiatan Pemberdayaan 

Desa 

 
100 

 
persen 

 
520.990.860 

 

100 

 

% 

 

109.965.310 
 

100 
 

% 
 

112.765.810,00 
 

100 
 

% 
 

109.965.310 

 

100 
 

% 
 

109.965.310,00 

 

100,00 
 

% 

 

97,52 

 

100,00 
 

% 
 

219.930.620,00 

 

100,00 
 

% 

 

42,21 

  

  
7.01.03.2.01.01 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan diDesa 

Dokumen perencanaan 

usulan pembangunan 

 
1 

 
dok 

 
269.591.880 

 

1 
 

dok 
 

55.098.730 
 

1 
 

dok 

 

57.898.980 
 

1 
 

dok 

 

55.098.730 
 

1 
 

dok 

 

55.098.730 
 

100,00 
 

% 

 

95,16 
 

1,00 
 

gedung 

 

110.197.460 
 

100,00 
 

% 

 

40,88 
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No. 

 
 

Kode 

 

 
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program 

/ Kegiatan 

 

 
Indikator Kinerja Program 

(outcome) / Kegiatan (output) 

 

Target Renstra SKPD pada tahun 2021 s/d 2026 

 
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD tahun 

2021 s/d 2026 

 
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 

2021 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan  
Realisasi Capaian Kinerja 

SKPD Tahu 

 
dan Anggaran Renja 

n 2021 

 
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 

Anggaran Renja SKPD Tahun 2021 (%) 

 
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 

2021 s/d 2026 

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra SKPD 

Tahun 2021 s/d 2026 (%) 

 

Unit SKPD 

Penanggungjawa 

b 

 
 

Ket. 

 
IV 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

K 
Rp. 

VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN VOLUME SATUAN 
1 2 3 4 5 6 7 8 12= 8+9+ 10+11 13= 12/7x100 14= 6 +12 15= 14/5x100 16 17 

  
7.01.03.2.01.03 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Tersedianya pembinaan 

kopwan dan bumdes 

 
23 

 
desa 

 
251.398.980 

 

23 
 

% 
 

54.866.580 
 

23 
 

desa 
 

54.866.830 
 

23 
 

desa 
 

54.866.580 
 

23 
 

% 
 

54.866.580 
 

26,00 
 

% 
 

100,00 
 

23,00 
 

% 
 

109.733.160 
 

100,00 
 

% 
 

43,65 

  

                              

                              

  
7.01.03.2.03 

 

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Jumlah pembinaan 

lembaga kemasyarakatan 

di tingkat Kecamatan 

 
23 

 
desa 

 
495.000.000 

 
0 

 
0 

 
- 

   
0,00 

      
- 

           

  
7.01.03.2.03.02 

 
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

Jumlah lembaga 
kemasyarakatan yang 

dibina 

 
23 

 
desa 

 
495.000.000 

 

0 
 

0 
 

- 

   
0,00 

      

- 

           

                              

                              

Rata - rata c apaian kinerja (%) 100,00 % 97,52    100,00 % 42,21   

 
Predikat Kinerja 

Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

   Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Rendah 

  

 
7.01.04 

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Nilai survei kepuasan masy 90-92 persen 476.014.703 90-92 
 

93.837.600 
  

78.837.880 
  

78.837.630 
  

93.837.600,00 
  

119,03 
  

159.708.580,00 
  

33,55 
  

  

7.01.04.2.01 

 

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Tersedianya Koordinasi 
Upaya Penyelenggaraan 

Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

 

100 

 

persen 

 

373.986.215 

 

100 

 

persen 

 

78.837.630 

 

100 

 

persen 

 

78.837.880 

 

100 

 

persen 

 

78.837.630 

 

100 

 

persen 

 

78.837.630 

 

100,00 

 

% 

 

100,00 

 

100,00 

 

persen 

 

129.708.640 

 

100,00 

 

% 

 

34,68 

  

  

7.01.04.2.01.01 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 

danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Jumlah pembinaan dan 

pemantauan situasi 

lingkungan 

 

12 

 

bulan 

 

346.019.495 

 

12 

 

bulan 

 

50.870.910 

 

12 

 

bulan 

 

50.870.910 

 

12 

 

bulan 

 

50.870.910 

 

12 

 

bulan 

 

50.870.910 

 

100,00 

 

% 

 

100,00 

 

12,00 

 

bulan 

 

101.741.820 

 

100,00 

 

% 

 

29,40 

  

  

7.01.04.2.01.01 

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Tentara Nasional Indonesia 

danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

Jumlah pembinaan dan 

pemantauan situasi 

lingkungan 

 

100 

 

% 

 

27.966.720 

 

100 

 

% 

 

27.966.720 

 

100 

 

% 

 

27.966.970 

 

100 

 

% 

 

27.966.720 

 

100 

 

% 

 

27.966.720 

 

100,00 

 

% 

 

100,00 

 

100,00 

 

bulan 

 

27.966.820 

 

100,00 

 

% 

 

100 

  

                              

                              

  

 
7.01.04.2.02 

 
Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan 
daerah dan peraturan kepala daerah 

Tersedianya koordinasi 
penerapan dan penegakan 
peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
102.028.488 

 
 

100 

 
 

persen 

 
 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 
 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 
 
100,00 

 
 

0,00 

 

 
persen 

 
 
29.999.940 

 
 

0,00 

 

 
% 

 
 
29,40 

  

  

 
7.01.04.2.02.01 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang 
Tugas dan Fungsinya di Bidang 
PenegakanPeraturan Perundang-Undangan 
dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

 
MOnev pelaksanaan 
keamanan lingkungan desa 

 

 
23 

 

 
desa 

 

 
102.028.488 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
14.999.970 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

 
bulan 

 

 
29.999.940 

 

 
434,78 

 

 
% 

 

 
29,40 

  

                              

                              

Rata - rata capaian kinerja (%) 100,00 % 100,00    100,00 % 34,68   

Predikat Kinerja 
Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

   Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Rendah 

  

  

7.01.05 
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN UMUM 

 

Nilai survei kepuasan masy 
 

90-92 
 

persen 
 

406.306.000,00 
 

90-92 
  

14.999.970,00 
   

14.999.970,00 
   

14.999.970,00 
   

14.999.970,00 
   

100,00 
   

29.999.940,00 
   

7,38 
  

  
 

7.01.05.2.01 

 

 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan Kepala Daerah 

Tersedianya 

Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Umum 

sesuai Penugasan 

KepalaDaerah 

 
 

100 

 
 

persen 

 
 

122.102.000,00 

 
 

100 

 
 

% 

 
 

14.999.970 

 
 

100 

 
 

persen 

 
 

14.999.970,00 

 
 

100 

 
 

% 

 
 

14.999.970,00 

 
 

100 

 
 

% 

 
 

14.999.970 

 
 

100,00 

 
 

% 

 
 

100,00 

 
 

100,00 

 
 

% 

 
 

29.999.940 

 
 

100,00 

 
 

% 

 
 

24,57 

  

  
7.01.05.2.01.02 

Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, 
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 

danKetahanan Nasional 

 
Tersedianya rakor FKUB 

 
100 

 
persen 

 
284.204.000,00 

 

100 
 

% 
 

14.999.970 
 

100 
 

persen 
 

14.999.970,00 
 

100 
 
% 

 
14.999.970,00 

 

100 
 
% 

 

14.999.970 
 

100,00 
 

% 
 

100,00 
 

100,00 
 

% 
 

29.999.940 
 

100,00 
 

% 
 

10,56 

  

                              

                              

Rata - rata c apaian kinerja (%) 100,00 % 100,00    100,00 % 24,57   

 
Predikat Kinerja 

Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

   Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Rendah 

  

 
7.01.06 

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

Nilai survei kepuasan 
masyarakat kecamatan 

90-92 persen 840.839.810 
  

137.470.240 
  

139.766.320 
  

137.470.240 
  

137.470.240 
  

98,36 
  

274.940.480 
  

32,70 
  

  

 
7.01.06.2.01 

 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Tersedianya Fasilitasi, 

Rekomendasi dan 

Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
840.839.810 

 

 
98 

 

 
persen 

 

 
137.470.240 

 

 
100 

 

 
persen 

 

 
139.766.320 

 

 
98 

 

 
persen 

 

 
137.470.240 

 

 
98 

 

 
persen 

 

 
137.470.240 

 

 
98,36 

 

 
% 

 

 
98,36 

 

 
98,36 

 

 
persen 

 

 
274.940.480 

 

 
98,36 

 

 
% 

 

 
32,70 

  

 
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

MOnev pengelolaan 
keuangan desa 4 kali 166.829.971 4 kali 50.526.840 4 kali 50.526.920 4 kali 50.526.840 4 kali 50.526.840 100,00 % 100,00 4,00 kali 101.053.680 100,00 % 60,57 

  

 
7.01.06.2.01.06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pemantauan Pilkades 23 desa 71.418.860 0 desa - 23 desa 648.000 - desa - - desa - 0,00 % - 0,00 desa - 0,00 % - 

  

  
7.01.06.2.01.12 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 

Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 

Tersedianya pembinaan 
PKK, monev santunan 

sosial, dan SKJ 

 

100 
 

persen 
 

488.986.043 
 

98 
 

persen 
 

70.241.490 
 

100 
 

persen 
 

71.889.490 
 

98 
 

persen 
 

70.241.490 
 

98 
 

persen 
 

70.241.490 
 

97,71 
 

% 
 

97,71 
 

97,71 
 

persen 
 

140.482.980 
 

97,71 
 

% 
 

28,73 

  

 
7.01.06.2.01.18 

Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan 
Perdesaan di Wilayah Kecamatan 

Monev pelaksanaan 
pembangunan desa 

23 desa 113.604.936 23 desa 16.701.910 23 desa 16.701.910 23 desa 16.701.910 23 desa 16.701.910 100,00 % 100,00 23,00 desa 33.403.820 100,00 % 29,40 
  

                              

                              

Rata - rata c apaian kinerja (%) 98,36 % 98,36    0,00 % 0,00   

 
Predikat Kinerja 

Sangat 
Tinggi 

 Sangat 
Tinggi 

   Sangat 
Rendah 

 Sangat 
Rendah 

  

                              

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dar ri seluruh program 101,04 % 102,18    112,20 % 33,64   

 
Predikat Kinerja 

Sangat 

Tinggi 

 Sangat 

Tinggi 

   Sangat 

Tinggi 

 Sangat 

Rendah 
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD  

Kantor Kecamatan Benjeng mempunyai tugas membantu Pemerintah 

Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah 

kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan 

dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan 

fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan 

masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat 

dilaksanakan pemerintahan desa. 

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam 

administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu 

permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan 

pemerintahan lainnya.  

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Benjeng tahun 2021 dapat diukur 

melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mengetahui SKM pelayanan 

pada Kantor Kecamatan Benjeng, tahun 2021 sudah dilakukan survey SKM, 

hasilnya mendapat skor 89 atau dalam kategori SANGAT BAIK. 

Hasil memuaskan SKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan 

publik di Kantor Kecamatan Benjeng. Kinerja pelayanan didukung oleh system 

yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan 

dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Adapun kendala yang kerap 

menjadi pengaduan masayarakat adalah e-KTP yang belum bisa mencetak dan 

bencana banjir rutin tahunan yang mengganggu sarana prasrana kantor 

Kecamatan Benjeng.  
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Tabel 2.2 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik 

No Indikator 
SPM 

Standar 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi capaian Proyeksi 
Catatan 

analisis 
2021 

(thn n-2) 

2022 

(thn n-1) 

2023 

(thn n) 

2024 

(thn n+1) 

2021 

(thn n-1) 

2022 

(thn n) 

2023 

(thn n) 

2024 

(thn n+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Meningkatnya 

kualitas 

pelayanan publik di 

tingkat 

Kecamatan 

- Nilai Survey Kepuasan 

Masyarakat Pelayanan 

Publik di Kecamatan 

Benjeng 

95 95 95 95 89 89,67 95 95 
JANUARI-

JUNI 
2022 
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik, 

susunan organisasi Kantor Kecamatan Benjeng  terdiri atas : 

1. Camat  

2. Sekretariat, terdiri dari  

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian  

b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan  

3. Seksi Pemerintahan  

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  

5. Seksi Pembangunan  

6. Seksi Ekonomi  

7. Seksi Kesejahteraan Rakyat  

8. Kelompok Jabatan Fungsional  

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, 

Kecamatan Benjeng mempunyai rincian tugas, membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 

meliputi : 

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum; 

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan  

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau 

kelurahan.  
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Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan wewenang pemerintahan yang 

dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang 

meliputi aspek:  

a. Perizinan  

b. Rekomendasi  

c. Koordinasi  

d. Pembinaan  

e. Pengawasan  

f. Fasilitasi  

g. Penetapan  

h. Penyelenggaraan, dan  

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan  

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternal dan efesiensi 

dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

kecamatan; 

b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan; 

e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana 

fasilitas umum; 

f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; 

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; 

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan; 

i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca 

bencana; 
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j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi 

pertanahan dan kependudukan di kecamatan; 

k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasayarakatan di wilayah kerja kecamatan; 

l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya. 

 

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan 

karena dampaknya yang signifikan dengan karakteristik bersifat penting, 

mendasar, mendesak dan menentukan tujuan organisasi. Isu-isu strategis 

Kecamatan Benjeng dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan, 

tantangan dan potensi kedepan. 

Sebagai salah satu perangkat daerah yang paling bawah langsung berhubungan 

dengan masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah 

Kabupaten Gresik, sehingga selaku SKPD kecamatan mempunyai posisi strategis. 

Namun posisi strategis kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, 

sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. 

Beberapa hal yang mempengaruhi isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 

fungsi perangkat daerah Kecamatan Benjeng antara lain sebagai berikut :  

1. Tingkat kinerja pelayanan  

Tugas pokok OPD Kecamatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi 

daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.  

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik pada 

Tahun 2021 bisa dilihat dari sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 

di Kecamatan Benjeng. Dengan indikator nilai Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) yang ditargetkan sebesar 95%, direalisasikan sebesar 89% atau dengan 

capaian 103,95%. atau bisa dikatakan dalam rentang nilai kategori SANGAT 

BAIK. 
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2. Permasalahan dan hambatan  

Dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, beberapa 

permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :  

a. Kurangnya jumlah dan pengetahuan SDM Aparatur Kecamatan 

- Jumlah PNS Kecamatan Benjeng sebanyak 24 orang masih kurang jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan 

Benjeng yang terdiri dari 23 desa 

- Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka 

diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan 

aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya 

- Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus 

mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai 

ketentuan yang berlaku 

b. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif 

- Ruang pelayanan kurang memadai, apalagi dengan adanya pelayanan 

e-KTP untuk 3 (tiga) kecamatan ditempatkan di Kecamatan Benjeng 

- Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi 

tunggu dan lain-lain 

- Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala 

 

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap 

capaian program nasional.  

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan danpenataan birokrasi, kinerja 

Kecamatan Benjeng dalam menghadirkan pelayanan yang adil dan merata 

kepada masyarakat akan berdampak pada capaian nilai Indeks Reformasi 

Birokrasi. Sebagai ukuran birokrasi yang efektif dan efesien.  

 

4. Tantangan dan peluang  

Beberapa tantangan dan peluang yang bisa dideskripsikan yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap rencana strategis organsiasi Kecamatan 

Benjeng terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang 

masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut : 
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a. Analisis Lingkungan Internal  

Faktor Kekuatan (Strong)  

1) Telah ditetapkannya Peraturan Bupati Gresik nomor 70 tahun 2016 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Perbup ini 

memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang 

yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan. 

2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para 

pejabat fungsional sehingga tercipta suasana yang nyaman dan 

kondusif. 

3) Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat wilayah Kecamatan Benjeng 

antara wilayah selatan dan utara. Memudahkan koordinasi Camat 

dengan Kepala Desa. 

 

Faktor Kelemahan (Weakness) 

1) Struktur oragnisasi kecamatan sebagian diisi oleh pejabat dengan 

tingkat pendidikan yang kurang memadai. Sehingga SDM aparatur 

kurang kompetensi.  

2) Jumlah staf masih kurang memadai. 

3) Sarana dan prasarana gedung kantor yang kurang memadai dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan. 

4) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara 

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam 

perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 

 

b. Analisis Lingkungan Eksternal 

Faktor Peluang ( Opportunity ) 

1) Penerapan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah 

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

2) Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Gresik yang merupakan pedoman perencanaan 

pembangunan di Kabupaten Gresik.  
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3) Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat 

meningkatkan profesionalisme kerja. 

4) Tersedianya potensi industri, UKM, sumber daya alam, pertanian, 

peternakan dan perikanan. 

5) Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses 

pelaksanaan pembangunan. 

 

Faktor Ancaman ( Threat ) 

1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai 

kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu 

segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan. 

2) Bervariasinya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh 

pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat. 

3) Bencana alam banjir musiman setiap tahun dari Kali Lamong, yang 

menerjang lebih dari separuh wilayah Kecamatan Benjeng. 

Menyebabkan fasilitas umum terganggu, pelayanan kantor 

pemerintahan terhenti.  

4) Belum meratanya kompetensi aparatur Desa dalam pelaksanaan 

tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 

5. Formulasi isu-isu penting dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam 

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023, antara lain sebagai 

berikut :  

a. Melaksanakan pelayanan publik dan tugas-tugas lain yang dilimpahkan 

oleh pemerintah daerah ; 

b. Memfasilitasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan 

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan 

pembinaan kemasyarakatan; dan  

c. Memfasilitasi penguatan basis data pembangunan dengan domain data 

pada kecamatan dan desa.  

 



RENJA 2023 KECAMATAN BENJENG   14 

Selain itu isu strategis menurut bidang-bidang atau seksi lainnya antara lain 

sebagai berikut :  

a. Pemerintahan Desa  

Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik. 

Meliputi pembinaan dan evaluasi terhadap perencanaan APBDes, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan pengelolaan 

Keuangan Desa, pengelolaan administrasi pemerintahan desa.  

b. Ketentraman dan Ketertiban  

Koordinasi pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.  

Meliputi koordinasi pemantauan warung remang-remang dan penegakan 

perda ijin usaha. Koordinasi penanganan banjir musiman wilayah 

Kecamatan Benjeng yang efektif untuk pelaporan dan penanganan lebih 

lanjut.  

c. Kesejahteraan Rakyat 

Koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa. 

Meliputi monev penyaluran bantuan sosial dan pelaporannya. Pembinaan 

organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan perempuan dalam 

mendukung kinerja pemerintahan desa dan kecamatan.  

d. Ekonomi 

Koordinasi pengelolaan keuangan, aset dan perekonomian desa. Meliputi 

pembinaan dan evaluasi Kopwan, Bumdes, pengembangan UKM dan 

koordinator pemungutan PBB desa.  

e. Pembangunan 

Koordinasi pelaksanaan pembangunan desa. Meliputi Musrenbangdesa 

hingga Musrenbang kecamatan, melibatkan partisipasi masyarakat dari 

berbagai elemen, mulai dari pemerintahan desa, organisasi perempuan, 

kepemudaan dan lain-lain. Monev pelaksanana pembangunan dari dari 

sumber keuangan desa.   
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Selain itu isu strategis menurut bidang-bidang atau seksi lainnya antara lain 

sebagai berikut :  

 

Dalam pelaksaan kebijakan melalui program dan kegiatan di Kantor Kecamatan 

Benjeng, tidak terlepas dari isu-isu penting yang melandasi lahirnya kebijakan 

SKPD, antara lain : 

- Pelayanan publik 

Pelayanan prima kepada masyarakat menjadi tujuan utama aparatur Kantor 

Kecamatan Benjeng  

- Pelayanan administrasi kantor  

Pemenuhan sarana dam prasarana administrasi kantor dan alat rumah tangga 

kantor dalam rangka menunjang kinerja SKPD.  

- Pemerintahan desa  

Peningkatan SDM aparatur pemeritahan desa dengan pembinaan secara 

berkala. Sehingga pelaksanaan administrasi pemerintahan desa tersusun 

dengan baik.  

- Ketentraman dan ketertiban umum  

Pengendalian ketentraman dan ketertiban lingkungan yang kondusif. Dan 

penegakan peraturan daerah tentang ijin usaha, industri dan usaha lainnya. 

- Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan  

Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan 

partisipatif. Dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembangunan desa.  

- Kesejahteraan rakyat  

Koordinasi pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Dan 

koordinasi pendistribusian bantuan sosial masyarakat miskin.  
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2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD  

Kabupaten Gresik merumuskan tema pembangunan “Peningkatan 

pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan pemerataan perekonomian 

untuk kesejahteraan masyarakat.” 

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik “ Terwujudnya Gresik yang agamis, 

adil, sejahtera dan berkehidupan yang berkualitas.” Menetapkan Misi ke-2 

“Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan 

pengusaha melalui tata kelola pemerintahan yang baik.” 

Sasaran pada urusan kecamatan meliputi sasaran ke-7 yaitu “Terwujudnya 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang 

berkualitas serta partisipatif ditingkat kecamatan.” 

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Gresik 

dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :  
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TABEL 2.4 
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 

KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK 
 

No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

1 3 4 5 7 3 4 5 8 9 

          

  KECAMATAN BENJENG      4.316.579.362 KECAMATAN BENJENG      4.316.579.362   

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

95 3.769.567.262 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 3.769.567.262   

1.1 Perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah  

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan 
keuangan & 
kinerja SKPD 

 10 dok  19.239.600 Perencanaan, penganggaran, dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah  

Tersedianya 
dokumen 
perencanaan dan 
pelaporan 
keuangan & 
kinerja SKPD 

10 dok  19.239.600   

1.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan 
perangkat daerah  

Jumlah dokumen 
rencana kerja 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
program kegiatan 

10 dok  9.619.800 Penyusunan dokumen perencanaan 
perangkat daerah  

Jumlah dokumen 
rencana kerja 
sebagai pedoman 
pelaksanaan 
program kegiatan 

10 dok   9.619.800   

1.1.2 Koordinasi dan penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD  

Jumlah dokumen 
laporan kinerja 
yang akuntabel  

10 dok  9.619.800 Koordinasi dan penyusunan laporan 
capaian kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja SKPD  

Jumlah dokumen 
laporan kinerja 
yang akuntabel  

 10 dok   9.619.800   

                    

1.2 Administrasi keuangan perangkat 
daerah  

Tersedianya 
belanja aparatur 

 12 
bulan   

3.085.419.000 Administrasi keuangan perangkat 
daerah  

Tersedianya 
belanja aparatur 

 12 
bulan   

3.085.419.000   

1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  Penyediaan gaji 
pegawai dan 

 100 
persen  

3.085.419.000 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN  Penyediaan gaji 
pegawai dan 

 100 
persen  

3.085.419.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

tunjangan ASN 
selama satu tahun  

tunjangan ASN 
selama satu tahun  

                    

1.3 Administrasi umum perangkat 
daerah  

Tersedianya 
belanja 
administrasi 
umum perangkat 
daerah 

100 
persen 

97.579.300 Administrasi umum perangkat 
daerah  

Tersedianya 
belanja 
administrasi 
umum perangkat 
daerah 

100 
persen 

97.579.300   

1.3.1 Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Persentase 
tersedianya ATK, 
bahan kebersihan, 
listrik dan 
pengadaan alat 
kantor lainnya 

100 
persen   

57.421.000 Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Persentase 
tersedianya ATK, 
bahan kebersihan, 
listrik dan 
pengadaan alat 
kantor lainnya 

100 
persen   

57.421.000   

1.3.2 Penyediaan bahan logistik kantor  Penyediaan 
makanan dan 
minuman rapat 
selama satu tahun  

 12 
bulan  

21.600.000 Penyediaan bahan logistik kantor  Penyediaan 
makanan dan 
minuman rapat 
selama satu tahun  

 12 
bulan  

21.600.000   

1.3.3 Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

Penyediaan 
barang cetakan 
dan 
penggandaaan  

 12 
bulan   

6.678.300 Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

Penyediaan 
barang cetakan 
dan 
penggandaaan  

 12 
bulan   

6.678.300   

1.3.4 Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan  

Penyediaan media 
cetak  

 12 
bulan   

4.900.000 Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan  

Penyediaan media 
cetak  

 12 
bulan   

4.900.000   

1.3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasI 
dan konsultasi SKPD  

Penyediaan 
perjalanan dinas 
pegawai  

1 tahun   6.980.000 Penyelenggaraan rapat koordinais 
dan konsultasi SKPD  

Penyediaan 
perjalanan dinas 
pegawai  

1 tahun   6.980.000   

                    

1.4 Penyediaan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah  

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan  

100 
persen   

394.269.362 Penyediaan jasa penunjang urusan 
pemerintah daerah  

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan  

100 
persen   

394.269.362   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

1.4.1 Penyediaan jasa surat menyurat  Jumlah tenaga 
administrasi 
kantor, pengelola 
keuangan dan 
aset 

 12 
bulan   

290.850.000 Penyediaan jasa surat menyurat  Jumlah tenaga 
administrasi 
kantor, pengelola 
keuangan dan 
aset 

 12 
bulan   

290.850.000   

1.4.2 Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik  

Jumlah 
pemenuhan jasa 
telekomunikasi, 
listrik dan air 
bersih, tenaga 
kebersihan dan 
keamanan.  

 12 
bulan   

89.419.362 Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik  

Jumlah 
pemenuhan jasa 
telekomunikasi, 
listrik dan air 
bersih, tenaga 
kebersihan dan 
keamanan.  

 12 
bulan   

89.419.362   

1.4.3 Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Jumlah 
pemenuhan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disewa  

 3 jenis  14.000.000 Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Jumlah 
pemenuhan jasa 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor yang 
disewa  

 3 jenis  14.000.000   

                    

1.5 Pemeliharaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah 
daerah  

Tersedianya 
kegiatan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

100 
persen 

173.060.000 Pemeliharaan barang milik daerah 
penunjang urusan pemerintah 
daerah  

Tersedianya 
kegiatan 
pemeliharaan 
barang milik 
daerah penunjang 
urusan 
pemerintah 
daerah 

100 
persen 

173.060.000   

1.5.1 Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya  

Jumlah kendaraan 
dinas yang 
dipelihara  

51 unit   106.950.000 Pemeliharaan peralatan dan mesin 
lainnya  

Jumlah kendaraan 
dinas yang 
dipelihara  

 51 unit   106.950.000   

1.5.2 Pemeliharaan aset tetap lainnya  Jumlah 
pemeliharaan 

 1 tahun 9.750.000 Pemeliharaan aset tetap lainnya  Jumlah 
pemeliharaan 

 1 tahun 9.750.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

peralatan kantor 
dan rumah tangga 

peralatan kantor 
dan rumah tangga 

1.5.3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung 
kantor dan bangunan lainnya  

Jumlah perawatan 
gedung kantor 
dan rumah dinas  

 2 
gedung  

56.360.000 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung 
kantor dan bangunan lainnya  

Jumlah perawatan 
gedung kantor 
dan rumah dinas  

 2 
gedung  

56.360.000   

                    

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

95 18.192.100  PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 
PUBLIK 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

95 18.192.100   

2.1 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang ada di 
Kecamatan 

Tersedianya SOP 
pelayanan public 
Kecamatan 

100 
persen 

14.294.100 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang ada di 
Kecamatan 

Tersedianya SOP 
pelayanan public 
Kecamatan 

100 
persen 

14.294.100   

2.1.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya SOP 
pelayanan  public 
kecamatan 

100 
persen 

10.396.100 Fasilitasi Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya SOP 
pelayanan  public 
kecamatan 

100 
persen 

10.396.100   

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya 
sosialisasi 
pelaksanaan 
pelayanan publik 
terbaru 

100 
persen 

3.898.000 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan 
Pelayanan kepada Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya 
sosialisasi 
pelaksanaan 
pelayanan publik 
terbaru 

100 
persen 

3.898.000   

                    

2,2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat 

Tersedianya 
pelayanan public 
kecamatan 

100 
persen 

3.898.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang Dilimpahkan kepada Camat 

Tersedianya 
pelayanan public 
kecamatan 

100 
persen 

3.898.000   

2.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang terkait dengan Pelayanan 
Perizinan Non Usaha 

Pelayanan public 
perijinan non 
usaha di 
kecamatan 

100 
persen 

3.898.000 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang terkait dengan Pelayanan 
Perizinan Non Usaha 

Pelayanan public 
perijinan non 
usaha di 
kecamatan 

100 
persen 

3.898.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 
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Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

                    

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

 Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 227.492.100  PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

 Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 227.492.100   

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 
Desa 

Tersedianya 
Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa dan 
Kelurahan 

 100 
persen 

113.454.100 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan 
Desa 

Tersedianya 
Koordinasi 
Kegiatan 
Pemberdayaan 
Desa dan 
Kelurahan 

 100 
persen 

113.454.100   

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di desa 

Dokumen 
perencanaan 
usulan 
pembangunan 

 1 dok, 
23 desa  

33.116.100 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Forum Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan di desa 

Dokumen 
perencanaan 
usulan 
pembangunan 

 1 dok, 
23 desa  

33.116.100   

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya 
pembinaan 
kopwan dan 
bumdes 

 23 desa   80.338.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Tersedianya 
pembinaan 
kopwan dan 
bumdes 

 23 desa   80.338.000   

                    

3.2 Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Tersedianya 
monev dan 
faslitasi bantuan 
sosial dan 
pembinaan 
lembaga swadaya 
masyarakat 

 100 
persen 

114.038.000 Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Tersedianya 
monev dan 
faslitasi bantuan 
sosial dan 
pembinaan 
lembaga swadaya 
masyarakat 

 100 
persen 

114.038.000   

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Kemasyarakatan 

Tersedianya 
pembinaan PKK, 
monev santunan 
sosial, dan SKJ 

100 
persen 

114.038.000 Peningkatan Kapasitas Lembaga 
Kemasyarakatan 

Tersedianya 
pembinaan PKK, 
monev santunan 
sosial, dan SKJ 

100 
persen 

114.038.000   
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No 
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Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

                    

4 PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 122.418.000  PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 
UMUM 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 122.418.000   

4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum 

Tersedianya 
koordinasi upaya 
penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

100 
persen  

45.216.000 Koordinasi Upaya 
PenyelenggaraanKetenteraman dan 
Ketertiban Umum 

Tersedianya 
koordinasi upaya 
penyelenggaraan 
ketentraman dan 
ketertiban umum 

100 
persen  

45.216.000   

4.1.1 Sinergitas denganKepolisian 
NegaraRepublik Indonesia,Tentara 
Nasional Indonesia dan Instansi 
Vertikal di WilayahKecamatan 

Jumlah 
pembinaan dan 
pemantauan 
situasi lingkungan 

 12 
bulan 

45.216.000 Sinergitas denganKepolisian 
NegaraRepublik Indonesia,Tentara 
NasionalIndonesia dan 
InstansiVertikal di 
WilayahKecamatan 

Jumlah 
pembinaan dan 
pemantauan 
situasi lingkungan 

 12 
bulan 

45.216.000   

                    

4.2 Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan PeraturanDaerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Tersedianya 
koordinasi 
penerapan dan 
penegakan 
peraturan daerah 
dan peraturan 
kepala daerah 

 100 
persen 

77.202.000 Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan PeraturanDaerah dan 
Peraturan Kepala Daerah 

Tersedianya 
koordinasi 
penerapan dan 
penegakan 
peraturan daerah 
dan peraturan 
kepala daerah 

 100 
persen 

77.202.000   

4.2.1 Koordinasi/ Sinergi Dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan 
dan/ atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Monev ketertiban 
dan keamanan 
lingkungan desa 

 23 desa  77.202.000 Koordinasi/ Sinergi Dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas dan 
Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan 
dan/ atau Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 

Monev ketertiban 
dan keamanan 
lingkungan desa 

 23 desa  77.202.000   
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No 

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan 
penting 

 Program / Kegiatan Indikator kinerja 
Target 

Capaian 
Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

5 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

95 7.496.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN 
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

95 7.496.000   

5.1 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Tersedianya 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
umum sesuai 

 100 
persen   

7.496.000 Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Tersedianya 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
umum sesuai 

 100 
persen   

7.496.000   

5.1.1 Fasilitasi, Koordinasi dan 
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaandan Ketahanan 
Nasional 

Tersedianya rakor 
FKUB 

 100 
persen  

7.496.000 Fasilitasi, Koordinasi dan 
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaandan Ketahanan 
Nasional 

Tersedianya rakor 
FKUB 

 100 
persen  

7.496.000   

                    

6 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 171.413.900 PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN PEMERINTAHAN 
DESA 

Nilai Survey 
Kepuasan 
Masyarakat 
Kecamatan 

 95 171.413.900   

6.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan PemerintahanDesa 

Tersediany 
fasilitasi, 
rekomendasi dan 
koordinasi 
pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan 
desa 

100 
persen  

171.413.900 Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan Pemerintahan Desa 

Tersediany 
fasilitasi, 
rekomendasi dan 
koordinasi 
pembinaan dan 
pengawasan 
pemerintahan 
desa 

100 
persen  

171.413.900   

6.1.1 Fasilitasi AdministrasiTata 
Pemerintahan Desa 

Monev 
pengelolaan 
keuangan desa 

 23 desa  85.690.000 Fasilitasi AdministrasiTata 
Pemerintahan Desa 

Monev 
pengelolaan 
keuangan desa 

 23 desa  85.690.000   
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Pagu Indikatif Program / Kegiatan Indikator kinerja 
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Capaian 

Pagu Indikatif 

6.1.2 Koordinasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan 
di WilayahKecamatan 

Monev 
pelaksanaan 
pembangunan 
desa 

 23 desa  85.723.900 Koordinasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan Perdesaan 
di WilayahKecamatan 

Monev 
pelaksanaan 
pembangunan 
desa 

 23 desa  85.723.900   
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BAB III 

TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1.  Telaah terhadap kajian kebijakan nasional  

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu 

penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan 

nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.  

Menelaah program prioritas pembangunan nasional dengan Nawacita 

atau sembilan agenda prioritas Pemerintah Pusat Republik Indonesia, maka OPD 

Kecamatan Benjeng melaksanakan Nawacita poin ke 2 yang berkaitan langsung 

dengan tupoksi kami. Yaitu: “membuat pemerintah tidak absen dengan 

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 

terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan 

publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi 

demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga 

perwakilan.” 

Sedangkan telaah terhadap program pembangunan Propinsi Jawa Timur 

berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dapat kami sampaikan 

bahwa ada satu program yang langsung berkaitan dan dilaksanakan OPD 

Kecamatan Benjeng yaitu sejalan dengan misi ke 4, “Meningkatkan reformasi 

birokrasi dan pelayanan publik.” 

Telah program nasional pemerintah pusat dan propinsi Jawa Timur, 

sejalan dengan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Gresik. Yang 

diwujukan OPD Kecamatan Benjeng mengemban misi ke-2 : yaitu“Meningkatkan 

pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata 

kelola kepemerintahan yang baik.” 

 

3.2.  Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah  

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi organisasi yang mengandung makna antara lain; Merupakan 

hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun 
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terakhir renstra; Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi; 

Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi 

organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi 

selama kurun waktu Renstra. 

Berdasarkan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka 

dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan 

Benjeng Kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2  

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kecamatan Benjeng  

No Tujuan Sasaran 
Indikator 
tujuan/ 
sasaran 

Target kinerja tujuan / sasaran pada tahun ke 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

 
Menghadirkan 
pelayanan 
yang adil dan 
merata kepada 
masyarakat 
dan pelaku 
usaha  
 

 
Terwujudnya 
koordinasi 
penyelenggaraa
n pemerintahan 
dan fasilitasi 
pelayanan 
publik yang 
berkualitas serta 
partisipatif 
ditingkat 
kecamatan 
 

 
Meningkat-
nya kualitas 
pelayanan 
publik di 
tingkat 
kecamatan  
 
 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

95 

 

 

3.3.  Program dan Kegiatan  

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program 

dan kegiatan OPD Kecamatan Benjeng.  

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan 

tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran 

program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal 

RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap 

program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing 
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program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka 

menengah SKPD.  

Kecamatan Benjeng turut mewujudkan visi dan misi Bupati Gresik. Yakni visi 

“Mewujudkan Gresik Baru Mandiri, Sejahtera, Berdayasaing dan 

berkemajuan berlandaskan Akhlakul karimah,” dan mewujudkan misi 

pertama yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, 

akuntable serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.” 

Dalam mewujudkan pelaksanaan kinerja Kecamatan Benjeng yang termasuk 

dalam kategori urusan wajib Pemerintahan Umum, faktor-faktor yang 

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yakni 

meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dengan 

indikator Survei Kepuasan Masyarakat mencapai nilai yang baik.  

 

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dankegiatan  

- Jumlah program yang akan dilaksanakan OPD Kecamatan Benjeng 

sebanyak 6 program. Sedangkan kegiatan yang diusulkan pada Renja 

2023 yang bisa didanai sebanyak 12 kegiatan dan 26 subkegiatan.  

- Pelaksanaan lokasi kegiatan terfokus berada di wilayah Kecamatan 

Benjeng.  

- Total kebutuhan dana / pagu termasuk gaji pegawai sebanyak Rp   

4.669.930.000,- yang didanai dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Gresik. 

Belum ada pendanaan dari APBD Provinsi, APBN Pusat maupun dari Swa Dana 

atau CSR.  

 

 

c. Daftar rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan OPD 

Kecamatan Benjeng tahun 2023 sebagai berikut.  

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
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1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD 

   

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

  

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1.3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

1.3.2  Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

1.3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

  

1.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1.4.1  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

1.4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

1.4.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

  

1.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

1.5.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

1.5.2  Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 

1.5.3  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

  

2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh 

Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 

2.1.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di 

Wilayah Kecamatan 

2.1.2 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 
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2.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 

2.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan 

Perizinan Non Usaha 

 

3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

3.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan di Desa 

3.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 

Wilayah Kecamatan 

 

3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 

3.2.1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 

 

4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

4.1  Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum 

4.1.1  Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara 

Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 

 

4.2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan PeraturanDaerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

4.2.1 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan 

Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

  

5  PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan 

Kepala Daerah 

5.1.1  Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) 

Wawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional 
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6  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

6.1  Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 

Pemerintahan Desa 

6.1.1 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 

6.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di 

Wilayah Kecamatan 

 

Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2023 OPD Kecamatan 

Benjeng sebagai berikut :  
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Tabel 3.3 

RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

Kode Rekening 
Urusan/Bidang 

Urusan/Perangkat 
Daerah/Program 

Indikator  Target  
Lokasi 

Kegiatan  
Anggaran  

Sumber Pendanaan  

 Spesifik  Non Spesifik  

2 3 4 5 6 7 8 9 

             

             

7            UNSUR KEWILAYAHAN             

7 1          KECAMATAN          

7 1 0 5      KECAMATAN BENJENG        4.316.579.362 3.085.419.000 1.231.160.362 

                       

7 01 01       
 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

      3.769.567.262 3.085.419.000 684.148.262 

            
Nilai Kapasitas Internal 
Organisasi 

         

            
Persentase ketercapaian 
sasaran program OPD 

  100%      

                       

7 01 01 2.01     
Perencanaan, penganggaran, 
dan evaluasi kinerja perangkat 
daerah  

Jumlah dokumen perencanaan 
dan pelaporan keuangan & 
kinerja SKPD 

 10 dok   Kec. Benjeng  19.239.600  19.239.600 

                       

7 01 01 2.01 01   
Penyusunan dokumen 
perencanaan perangkat daerah  

Jumlah dokumen rencana kerja 
sebagai pedoman pelaksanaan 
program kegiatan 

 10 dok    Kec. Benjeng  9.619.800  9.619.800 

                       



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 2  

7 01 01 2.01 06   
Koordinasi dan penyusunan 
laporan capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja SKPD  

Jumlah dokumen laporan kinerja 
yang akuntabel  

 10 dok    Kec. Benjeng  9.619.800  9.619.800 

                       

7 01 01 2.02     
Administrasi keuangan 
perangkat daerah  

Jumlah dokumen pelaporan 
Kinerja dan Administrasi 
Keuangan 

 12 bln   Kec. Benjeng  3.085.419.000 3.085.419.000 - 

                       

7 01 01 2.02 01   
Penyediaan gaji dan tunjangan 
ASN  

Jumlah pembayaran gaji pegawai 
dan tunjangan ASN selama satu 
tahun  

 12 bln   Kec. Benjeng  3.085.419.000 3.085.419.000 - 

                       

7 01 01 2.06     
Administrasi umum perangkat 
daerah  

Jumlah fasilitasi terhadap 
pelaksanaan Tupoksi Perangkat 
Daerah 

 11 jenis, 
12 bln   

 Kec. Benjeng  97.579.300  97.579.300 

                       

7 01 01 2.06 02   
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Jumlah Penyediaan peralatan dan 
Perlengkapan kantor 

 10 jenis    Kec. Benjeng  57.421.000  57.421.000 

                       

7 01 01 2.06 04   
Penyediaan bahan logistik 
kantor  

Jumlah penyediaan makanan dan 
minuman rapat selama satu 
tahun  

 12 bln   Kec. Benjeng  21.600.000  21.600.000 

                       

7 01 01 2.06 05   
Penyediaan barang cetakan dan 
penggandaan  

Jumlah barang cetakan dan 
penggandaaan  

 1 jenis    Kec. Benjeng  6.678.300  6.678.300 

                       

7 01 01 2.06 06   
Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang-undangan  

Jumlah jenis media cetak   12 bulan    Kec. Benjeng  4.900.000  4.900.000 

                       

7 01 01 2.06 09   
Penyelenggaraan rapat 
koordinais dan konsultasi SKPD  

Jumlah pelaksanaan perjalanan 
dinas pegawai  

 12 bulan    Kec. Benjeng  6.980.000  6.980.000 

                       



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 3  

                       

7 01 01 2.08     
Penyediaan jasa penunjang 
urusan pemerintah daerah  

Jumlah Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan  

 2 jenis, 
12 bln   

 Kec. Benjeng  394.269.362  394.269.362 

                       

7 01 01 2.08 01   Penyediaan jasa surat menyurat  
Jumlah fasilitasi pembayaran jasa 
administrasi kantor 

 12 bulan    Kec. Benjeng  290.850.000  290.850.000 

                       

7 01 01 2.08 02   
Penyediaan jasa komunikasi, 
sumber daya air dan listrik  

Jumlah fasilitasi pembayaran jasa 
telekomunikasi, listrik dan air 
bersih, tenaga kebersihan dan 
keamanan.  

 12 bulan    Kec. Benjeng  89.419.362  89.419.362 

                       

7 01 01 2.08 03   
Penyediaan jasa peralatan dan 
perlengkapan kantor  

Jumlah pemenuhan jasa 
peralatan dan perlengkapan 
kantor yang disewa  

 2 jenis   Kec. Benjeng  14.000.000  14.000.000 

                       

                       

7 01 01 2.09     
Pemeliharaan barang milik 
daerah penunjang urusan 
pemerintah daerah  

Jumlah Kendaraan dinas, 
peralatan kantor dan gedung 
kantor yang dirawat 

 12 bln, 
51 unit, 

2 jenis, 2 
gedung  

 Kec. Benjeng  173.060.000  173.060.000 

                       

7 01 01 2.09 06   
Pemeliharaan peralatan dan 
mesin lainnya  

     Kec. Benjeng  106.950.000  106.950.000 

              Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas  12 bln    17.400.000   

              
Pembayaran Pajak, Bea dan 
Perizinan 

       

              
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 
2 

 48 unit    9.600.000   

              
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 
4 

 3 unit     3.000.000   



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 4  

              
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 
Operasional dalam lingkungan 
kantor 

 1 unit    9.750.000   

              
Pemeliharaan Kendaraan Dinas 
Operasional (roda 4) 

 2 unit    67.200.000   

                       

                       

7 01 01 2.09 07   Pemeliharaan aset tetap lainnya  
Jumlah pemeliharaan peralatan 
kantor dan rumah tangga 

 2 jenis   Kec. Benjeng  9.750.000  9.750.000 

                       

7 01  01 2.09 09   
Pemeliharaan/rehabilitasi 
gedung kantor dan bangunan 
lainnya  

Jumlah perawatan gedung kantor 
dan rumah dinas  

 2 
gedung  

 Kec. Benjeng  56.360.000  56.360.000 

                       

                       

7 01 02       

 PROGRAM 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN 
PELAYANAN PUBLIK 

   2    18.192.100 - 18.192.100 

7 01 02 1     
Tingkat Kematangan Pelayanan 
Publik 

  2      

7 01 02 2.02     

Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang tidak 
Dilaksanakan oleh Unit Kerja 
Perangkat Daerah yang ada di 
Kecamatan 

Jumlah Kegiatan peningkatan 
Kematangan Pelayanan Publik 

9 dok, 23 
desa 

 Kec. Benjeng  14.294.100  Rp    14.294.100 

                       

7 01 02 2.02 02   
Fasilitasi Percepatan Pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah dokumen SOP Pelayanan  9 dok  Kec. Benjeng  10.396.100  10.396.100 

                       

7 01 02 2.02 03   
7.01.02.2.02.03 Peningkatan 
Efektifitas Pelaksanaan 

Jumlah fasilitasi pembinaan 
administrasi kependudukan 

23 desa  Kec. Benjeng  3.898.000  3.898.000 



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 5  

Pelayanan kepada Masyarakat 
di Wilayah Kecamatan 

                       

7 01 02 2.04     
Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 

Terlaksananya Urusan 
Pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada Camat 

23 desa  Kec. Benjeng  3.898.000  3.898.000 

                       

7 01 02 2.04 01   

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang terkait 
dengan Pelayanan Perizinan 
Non Usaha 

Jumlah Pembinaan pelaksanaan 
pelayanan perijinan non usaha 
yang dilimpahkan ke kecamatan 

23 desa  Kec. Benjeng  3.898.000  3.898.000 

                       

                       

7 01 03       
 PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA DAN 
KELURAHAN 

      227.492.100 - 227.492.100 

              
Persentase RKPDes yang 
ditetapkan tepat waktu 

              
100  

     

              
Persentase Musrenbang Desa 
yang difasilitasi 

              
100  

     

              
Persentase Lembaga Ekonomi 
Masyarakat yang difasilitasi 

              
100  

     

              
Persentase Lembaga 
Kemasyarakatan tingkat 
Kecamatan yang dibina 

              
100  

     

                       

7 01 03 2.01     
Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa 

Jumlah Koordinasi Kegiatan 
Pemberdayaan Desa dan 
Kelurahan 

 1 dok, 
23 desa  

 Kec. Benjeng  113.454.100  113.454.100 

                       

7 01 03 2.01 01   

Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam Forum 
Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan di desa 

Dokumen perencanaan usulan 
pembangunan 

 1 dok, 
23 desa  

 Kec. Benjeng  33.116.100  33.116.100 



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 6  

                       

7 01 03 2.01 03   
Peningkatan Efektifitas Kegiatan 
Pemberdayaan Masyarakat di 
Wilayah Kecamatan 

Jumlah pembinaan kopwan dan 
bumdes 

 23 desa    Kec. Benjeng  80.338.000  80.338.000 

                       

7 01 03 2.03     
Pemberdayaan Lembaga 
Kemasyarakatan Tingkat 
Kecamatan 

Jumlah pembinaan lembaga 
kemasyarakatan di tingkat 
Kecamatan 

 23 desa, 
12 bln  

 Kec. Benjeng  114.038.000  114.038.000 

                       

7 01 03 2.03 02   
7.01.03.2.03.02 Peningkatan 
Kapasitas Lembaga 
Kemasyarakatan 

   23 desa   Kec. Benjeng  114.038.000  114.038.000 

              Jumlah Sektap UKS yang dibina  23 desa    -  - 

              Jumlah karang taruna yang dibina  23 desa    -  - 

              Jumlah peserta pembinaan MTQ  23 desa    -   

              
Jumlah PKK desa dan Dharma 
Wanita yang dibina  

 23 desa    28.136.000  - 

              
Jumlah pembinaan forum anak 
kecamatan 

 23 desa    -  - 

              Monev sosial / FGD 12 bln   77.202.000   

              Senam 12 bln   8.700.000   

                       

7 01 04       
 PROGRAM KOORDINASI 
KETENTRAMAN DAN 
KETERTIBAN UMUM 

Persentase Penyelesaian Konflik 
di Kecamatan yang difasilitasi 

    122.418.000 - 122.418.000 

                       

7 01 04 2.01     
Koordinasi Upaya 
PenyelenggaraanKetenteraman 
dan Ketertiban Umum 

Jumah Penanganan Konflik di 
Kecamatan 

 12 kali   Kec. Benjeng  45.216.000  45.216.000 

                       



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 7  

7 01 04 2.01 01   

Sinergitas denganKepolisian 
NegaraRepublik 
Indonesia,Tentara 
NasionalIndonesia dan 
InstansiVertikal di 
WilayahKecamatan 

Jumlah pelaksanaan kegiatan 
pengendalian keamanan 
kenyaman lingkungan 

 12 kali   Kec. Benjeng  45.216.000  45.216.000 

                       

                       

7 01 04 2.02     
Koordinasi Penerapan dan 
Penegakan PeraturanDaerah 
dan Peraturan Kepala Daerah 

Jumlah pelaksanaan monitoring  23 desa   Kec. Benjeng  77.202.000  77.202.000 

                       

7 01 04 2.02 01   

Koordinasi/ Sinergi Dengan 
Perangkat Daerah yang Tugas 
dan Fungsinya di Bidang 
Penegakan Peraturan 
Perundang-Undangan dan/ atau 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

Jumlah pelaksanaan monev 
ketertiban dan keamanan 
lingkungan desa 

 23 desa   Kec. Benjeng  77.202.000  77.202.000 

                       

                       

7 01 05       
PROGRAM 
PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

Persentase Penugasan Kepala 
Daerah yang difasilitasi 

    7.496.000 - 7.496.000 

                       

7 01 05 2.01     
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Umum sesuai 
Penugasan Kepala Daerah 

Jumlah kegiatan pemerintahan 
umum sesuai dengan penugasan 
kepala daerah yang dilaksanakan  

 23 desa    Kec. Benjeng  7.496.000  7.496.000 

                       

7 01 05 2.01 02   

Fasilitasi, Koordinasi dan 
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, 
Konsultasi) Wawasan 
Kebangsaandan Ketahanan 
Nasional 

Jumlah pelaksanaan FKUB  23 desa   Kec. Benjeng  7.496.000  7.496.000 



R E N J A  2 0 2 3  K E C A M A T A N  B E N J E N G    3 8  

                       

                       

7 01 06       
PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

Persentase  APBDes yang 
ditetapkan tepat waktu 

    171.413.900 - 171.413.900 

                       

7 01 06 2.01     

Fasilitasi, Rekomendasi dan 
Koordinasi Pembinaan dan 
Pengawasan 
PemerintahanDesa 

Jumlah Koordinasi Pembinaan 
dan Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

 23 desa   Kec. Benjeng  171.413.900  171.413.900 

                       

7 01 06 2.01 02   
Fasilitasi Administrasi Tata 
Pemerintahan Desa 

Jumlah fasilitasi administrasi 
pemerintahan desa 

 23 desa   Kec. Benjeng  85.690.000  85.690.000 

                       

7 01 06 2.01 18   

Koordinasi Pelaksanaan 
Pembangunan Kawasan 
Perdesaan di 
WilayahKecamatan 

Jumlah pelaksanaan nonev 
pembangunan desa 

 23 desa   Kec. Benjeng  85.723.900  85.723.900 

                       

                       

            JUMLAH TOTAL        4.316.579.362 3.085.419.000 1.231.160.362 
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